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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pertanahan dalam 

melakukan pencatatan blokir, sita atau adanya sengketa 

dan perkara mengenai hak atas tanah, perlu dilakukan 

kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa 

pencatatan pada Buku Tanah dan Surat Ukur; 

b. bahwa tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, masih tersebar di beberapa ketentuan, 

belum lengkap, tidak seragam dan terdapat pengaturan 

yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan dinamika 

perkembangan masyarakat, sehingga perlu disusun 

dalam peraturan tersendiri; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Blokir dan Sita; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3696); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5098); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 

8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
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Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan 

Pertanahan; 

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah 

Terlantar; 

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 569); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/   

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA 

CARA BLOKIR DAN SITA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala 

Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk 

menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak 

atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan 

hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut. 

2. Status Quo adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan 

sekarang. 

3. Pencatatan Sita adalah tindakan administrasi Kepala 

Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk 

mencatat adanya sita dari lembaga peradilan, penyidik 

atau instansi yang berwenang lainnya. 

4. Sita Perkara adalah penyitaan terhadap Buku Tanah, 

Surat Ukur atau data lainnya yang diajukan oleh juru 

sita pengadilan atau pihak yang berkepentingan meliputi 
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penggugat atau tergugat dalam rangka perlindungan 

terhadap objek perkara. 

5. Sita Pidana adalah penyitaan terhadap Buku Tanah, 

Surat Ukur atau data lainnya yang diajukan oleh 

penyidik yang dipergunakan sebagai alat bukti dalam 

peradilan dengan Berita Acara Penyitaan dan tanda 

terima barang yang disita. 

6. Sita Penyesuaian adalah permohonan sita yang 

kedua/ketiga dan seterusnya yang bertujuan untuk 

menyesuaikan pada sita sebelumnya dan objek sita 

secara nyata telah dipertanggungkan  kepada pihak lain. 

7. Skorsing adalah pencatatan perintah Pengadilan Tata 

Usaha Negara untuk penundaan pelaksanaan keputusan 

yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala 

Kantor Pertanahan. 

8. Penghapusan catatan adalah tindakan administrasi 

Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk 

untuk menghapus adanya catatan blokir atau sita. 

9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2  

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman 

bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan 

pencatatan dan penghapusan blokir dan sita atau adanya 

sengketa dan perkara mengenai hak atas tanah. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan 

keseragaman, standarisasi dan tertib administrasi dalam 

pelaksanaan pencatatan dan penghapusan catatan blokir 
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dan sita atau adanya sengketa dan perkara mengenai 

hak atas tanah. 

 

BAB III 

BLOKIR  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3   

(1) Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah 

atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau 

karena adanya sengketa atau konflik pertanahan. 

(2) Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan: 

a. dalam rangka perlindungan hukum terhadap 

kepentingan atas tanah yang dimohon blokir; dan 

b. paling banyak 1 (satu) kali oleh 1 (satu) pemohon 

pada 1 (satu) objek tanah yang sama. 

(3) Hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan 

blokir tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data 

pendaftaran tanah. 

 

Bagian Kedua 

Permohonan dan Persyaratan 

 

Pasal 4  

(1) Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh: 

a. perorangan; 

b. badan hukum; atau 

c. penegak hukum. 

(2) Dalam permohonan pencatatan blokir harus 

mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan 

pemeriksaan atas permohonan dimaksud. 
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